
 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA (UU) 
 NOMOR 15 TAHUN 2006 (15/2006) 
 TENTANG 
 BADAN PEMERIKSA KEUANGAN 
 
 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 
 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 
 
Menimbang : 
a. bahwa keuangan negara merupakan salah satu unsur pokok dalam 

penyelenggaraan pemerintahan negara dan mempunyai manfaat 
yang sangat penting guna mewujudkan tujuan negara untuk 
mencapai masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera 
sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 

b. bahwa untuk tercapainya tujuan negara sebagaimana dimaksud 
pada huruf a, pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara 
memerlukan suatu lembaga pemeriksa yang bebas, mandiri, dan 
profesional untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan 
bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme; 

c. bahwa Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1973 tentang Badan 
Pemeriksa Keuangan sudah tidak sesuai dengan perkembangan 
sistem ketatanegaraan, baik pada pemerintahan pusat maupun 
pemerintahan daerah; 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada 
huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Undang-Undang 
tentang Badan Pemeriksa Keuangan; 

 
Mengingat : 
Pasal 20, Pasal 21, Pasal 23e, Pasal 23f, dan Pasal 23g 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 
 
 Dengan Persetujuan Bersama 
 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA 
 dan 
 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 
 
 MEMUTUSKAN: 
 
Menetapkan: 
UNDANG-UNDANG TENTANG BADAN PEMERIKSA KEUANGAN. 
 
 BAB I 
 KETENTUAN UMUM 
 
 Pasal 1 
 
Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan: 
1. Badan Pemeriksa Keuangan, yang selanjutnya disingkat BPK, 

adalah lembaga negara yang bertugas untuk memeriksa 
pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana 
dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945. 



2. Dewan Perwakilan Rakyat, yang selanjutnya disingkat DPR, 
adalah Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. 

3. Dewan Perwakilan Daerah, yang selanjutnya disingkat DPD, 
adalah Dewan Perwakilan Daerah sebagaimana dimaksud dalam 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

4. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang 
memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia 
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945. 

5. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati/Walikota dan 
perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan 
daerah. 

6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat 
DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, 
Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

7. Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang 
dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa 
uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara 
berhubung dengan pelaksanaan hak den kewajiban tersebut. 

8. Pengelolaan Keuangan Negara adalah keseluruhan kegiatan 
pejabat pengelola keuangan negara sesuai dengan kedudukan den 
kewenangannya, yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, 
pengawasan, den pertanggungjawaban. 

9. Pemeriksaan adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan 
evaluasi yang dilakukan secara independen, objektif, dan 
profesional berdasarkan standar pemeriksaan, untuk menilai 
kebenaran, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan informasi 
mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. 

10. Pemeriksa adalah orang yang melaksanakan tugas pemeriksaan 
pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara untuk dan atas 
nama BPK. 

11. Tanggung Jawab Keuangan Negara adalah kewajiban Pemerintah 
dan lembaga negara lainnya untuk melaksanakan pengelolaan 
keuangan negara secara tertib, taat pada peraturan 
perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, dan 
transparan dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. 

12. Bendahara adalah setiap orang atau badan yang diberi tugas 
untuk dan atas nama negara/daerah, menerima, menyimpan, dan 
membayar/menyerahkan, uang atau surat berharga atau 
barang-barang negara/daerah. 

13. Standar Pemeriksaan adalah patokan untuk melakukan 
pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara 
yang meliputi standar umum, standar pelaksanaan pemeriksaan, 
dan standar pelaporan yang wajib dipedomani oleh BPK dan/atau 
pemeriksa. 

14. Hasil Pemeriksaan adalah hasil akhir dari proses penilaian 
kebenaran, kepatuhan, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan 
data/informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab 
keuangan negara yang dilakukan secara independen, objektif 
dan profesional berdasarkan Standar Pemeriksaan, yang 
dituangkan dalam laporan hasil pemeriksaan sebagai keputusan 
BPK. 



15. Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat 
berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai 
akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai. 

16. Ganti Kerugian adalah sejumlah uang atau barang yang dapat 
dinilai dengan uang yang harus dikembalikan kepada 
negara/daerah oleh seseorang atau badan yang telah melakukan 
perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai. 

17. Peraturan BPK adalah aturan hukum yang dikeluarkan oleh BPK 
yang mengikat secara umum dan dimuat dalam Lembaran Negara 
Republik Indonesia. 

 
 BAB II 
 KEDUDUKAN DAN KEANGGOTAAN 
 
 Bagian Kesatu 
 Kedudukan 
 
 Pasal 2 
 
BPK merupakan satu lembaga negara yang bebas dan mandiri dalam 
memeriksa pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara. 
 
 Pasal 3 
 
(1) BPK berkedudukan di Ibukota negara. 
(2) BPK memiliki perwakilan disetiap provinsi. 
(3) Pembentukan perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

ditetapkan dengan keputusan BPK dengan mempertimbangkan 
kemampuan keuangan negara. 

 
 Bagian Kedua 
 Keanggotaan 
 
 Pasal 4 
 
(1) BPK mempunyai 9 (sembilan) orang anggota, yang keanggotaannya 

diresmikan dengan Keputusan Presiden. 
(2) Susunan BPK terdiri atas seorang Ketua merangkap anggota, 

seorang Wakil Ketua merangkap anggota, dan 7 (tujuh) orang 
anggota. 

(3) Keputusan Presiden sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
diterbitkan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak anggota 
BPK terpilih diajukan oleh DPR. 

 
 Pasal 5 
 
(1) Anggota BPK memegang jabatan selama 5 (lima) tahun dan 

sesudahnya dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa 
jabatan, 

(2) BPK memberitahukan kepada DPR dengan tembusan kepada Presiden 
tentang akan berakhirnya masa jabatan anggota BPK paling 
lambat 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan 
anggota tersebut. 

 



 
 
 BAB III 
 TUGAS DAN WEWENANG 
 
 Bagian Kesatu 
 Tugas 
 
 Pasal 6 
 
(1) BPK bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab 

keuangan negara yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, 
Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia, 
Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha 
Milik Daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola 
keuangan negara. 

(2) Pelaksanaan pemeriksaan BPK sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1), dilakukan berdasarkan undang-undang tentang pemeriksaan 
pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. 

(3) Pemeriksaan BPK mencakup pemeriksaan keuangan, pemeriksaan 
kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu. 

(4) Dalam hal pemeriksaan dilaksanakan oleh akuntan publik 
berdasarkan ketentuan undang-undang, laporan hasil 
pemeriksaan tersebut wajib disampaikan kepada BPK dan 
dipublikasikan. 

(5) Dalam melaksanakan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab 
keuangan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPK 
melakukan pembahasan atas temuan pemeriksaan dengan objek 
yang diperiksa sesuai dengan standar pemeriksaan keuangan 
negara. 

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan tugas 
BPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan 
peraturan BPK. 

 
 Pasal 7 
 
(1) BPK menyerahkan hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan 

tanggung jawab keuangan negara kepada DPR, DPD, dan DPRD 
sesuai dengan kewenangannya. 

(2) DPR, DPD, dan DPRD menindaklanjuti hasil 
pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan 
peraturan tata tertib masing-masing lembaga perwakilan. 

(3) Penyerahan hasil pemeriksaan BPK kepada DPRD dilakukan oleh 
Anggota BPK atau pejabat yang ditunjuk. 

(4) Tata cara penyerahan hasil pemeriksaan BPK kepada DPR, DPD, 
dan DPRD diatur bersama oleh BPK dengan masing-masing lembaga 
perwakilan sesuai dengan kewenangannya. 

(5) Hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab 
keuangan negara yang telah diserahkan kepada DPR, DPD, dan 
DPRD dinyatakan terbuka untuk umum. 

 
 Pasal 8 
 
(1) Untuk keperluan tindak lanjut hasil pemeriksaan sebagaimana 



dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), BPK menyerahkan pula hasil 
pemeriksaan secara tertulis kepada Presiden, Gubernur, 
Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya. 

(2) Tindak lanjut hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) diberitahukan secara tertulis oleh Presiden, 
Gubernur, Bupati/Walikota kepada BPK. 

(3) Apabila dalam pemeriksaan ditemukan unsur pidana, BPK 
melaporkan hal tersebut kepada instansi yang berwenang sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan paling lama 1 
(satu) bulan sejak diketahui adanya unsur pidana tersebut. 

(4) Laporan BPK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dijadikan 
dasar penyidikan oleh pejabat penyidik yang berwenang sesuai 
dengan peraturan perundang-undangan. 

(5) BPK memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan yang 
dilakukan. oleh pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
dan hasilnya diberitahukan secara tertulis kepada DPR, DPD, 
dan DPRD, serta Pemerintah. 

 
 Bagian Kedua 
 Wewenang 
 
 Pasal 9 
 
(1) Dalam melaksanakan tugasnya, BPK berwenang: 
 a. menentukan objek pemeriksaan, merencanakan dan 

melaksanakan pemeriksaan, menentukan waktu dan metode 
pemeriksaan serta menyusun dan menyajikan laporan 
pemeriksaan; 

 b. meminta keterangan dan/atau dokumen yang wajib diberikan 
oleh setiap orang, unit  organisasi Pemerintah Pusat, 
Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank 
Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum, 
Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan lain 
yang mengelola keuangan negara; 

 c. melakukan pemeriksaan di tempat penyimpanan uang dan 
barang milik negara, di tempat pelaksanaan kegiatan, 
pembukuan dan tata usaha keuangan negara, serta 
pemeriksaan terhadap perhitungan-perhitungan, 
surat-surat, bukti-bukti, rekening koran, 
pertanggungjawaban, dan daftar lainnya yang berkaitan 
dengan pengelolaan keuangan negara; 

 d. menetapkan jenis dokumen, data, serta informasi mengenai 
pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang 
wajib disampaikan kepada BPK; 

 e. menetapkan standar pemeriksaan keuangan negara setelah 
konsultasi dengan Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah 
yang wajib digunakan dalam pemeriksaan pengelolaan dan 
tanggung jawab keuangan negara; 

 f. menetapkan kode etik pemeriksaan pengelolaan dan 
tanggung jawab keuangan negara; 

 g. menggunakan tenaga ahli dan/atau tenaga pemeriksa di 
luar BPK yang bekerja untuk dan atas nama BPK; 

 h. membina jabatan fungsional Pemeriksa; 
 i. memberi pertimbangan atas Standar Akuntansi 


